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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana
kekuasaan tunduk pada hukum.! Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai
kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan
kepentingan manusia® Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau
perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu
dengan pemerintah.®

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.* Kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam

kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan

! Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Pengantar |lmu Hukum Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya I1mu Hukum Buku I, Bandung, Alumni, 2000, hal. 43.

2 sydikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Y ogyakarta, Liberty, 2003,
hal.21, Apakah yang dimaksudkan dengan rule of law itu? Dari bunyi kata-katanya rule of law
berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintahkan
atau berkuasa. Ini berarti supremasi hukum. Memang rule of law biasanya secara singkat diartikan
sebagal "governance not by man but by law". Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan
kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga " governance not by man but by law”
tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.

3 Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Op. Cit, hal. 17, untuk mengatur segala
hubungan antar-manusia di atas, baik hubungan antar-individu atau antara perorangan, maupun
antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan
pemerintah diperlukan hukum.

* Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
2008, hal. 29.
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jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.”

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah
satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta
otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan notaris di Indonesia. Sejarah
perkembangan notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal
dari perkataan Notarius, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan
kepada orang - orang yang menjalankan pekerjaan menulis’.®

Pada masa pemerintahan Gergla, Notariil dikenal dan mempunyai

kedudukan yang penting. Notariil gerejaini dapat dibagi menjadi dua gol ongan:7

(1) Mereka yang bekerja di bawah gereja atau di bawah pejabat gereja
yang lebih rendah dari Paus.

(20 Mereka yang diangkat oleh gereja atau oleh pejabat gereja, dan
ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publik untuk urusan-
urusan yang tidak semata-mata mengenai gereja. Mereka ini
dinamakan "Clericus notarius publicus".

Menurut GHS Lumban Tobing, dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris,

lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan

beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia.® Sejak kehadiran

® | bid.
® R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Jakarta,
PT. Grafindo, 1993, hal.13.

" Ibid, hal.15.

8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris), Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 3.
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Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia lalu lintas hukum
perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat
Notodisoerjo menyatakan bahwa ”Lembaga Notariat telah dikenal di negara
Indonesia, yaitu sgjak Indonesia dijgjah oleh Belanda, semula lembaga ini
diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu
Burgelijk Wetboek”.°

Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya
diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata,
namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum
dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris. Hal ini
menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah
masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, sgak tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan
notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal |l aturan peralihan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang
ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini. Dengan demikian peraturan tentang notaris pada zaman
Penjgjahan Belanda yaitu Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie
(Stbl.1860 : 3) tetap berlaku di Indonesia. Pada tanggal 13 Nopember 1954 telah
diberlakukan UndangUndang nomor 33 tahun 1954, yang menegaskan berlakunya
Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860 : 3) sebagai

Reglement tentang Jabatan Notaris di Indonesia (pasal 1 huruf &) untuk notaris

® R.Soegondo Notodisoerjo, Op. Cit, hal. 1.
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Indonesia.
Sgjak dikeluarkannya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada
tanggal 6 Oktober 2004, pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak
berlaku lagi :*°
1. Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860 : 3)
sebagai mana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-undang nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara;

4. Pasal 54 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

5. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan
Notaris.

Jika dibandingkan fungsi Notaris pada zaman sekarang sangat berbeda
dengan Notarius pada zaman Romawi tersebut. Pada abad ke-13 Masehi akta
yang dibuat oleh notaris memiliki sifat sebagai akta umum yang diakui, dan untuk
selanjutnya pada abad ke-15 barulah akte notaris memiliki kekuatan pembuktian.
Meskipun hal ini tidak pernah diakui secara umum, tetapi para ahli berpendapat
mengenai akta notaris sebagai alat bukti di persidangan dan secara substansial
merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri

dari sifat mutlaknya tersebut. Hal senada diutarakan oleh R. Soegondo

19 Hahib Adijie, Op. Cit, hal. 6.
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Notodisoerjo, 1993 bahwa:'!

Akta notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai aat bukti

yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat

diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila
mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang
diterangkan dalam akte itu adalah tidak benar.

Perkembangan lalu lintas hukum yang komplek dalam kehidupan
bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap
hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Semenjak itulah akte notaris
dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwe-
peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan
pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di
kemudian hari.

Dengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan
pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris
sebagai pegjabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam
memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta
yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan
demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan
jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan
terpenunh.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin
menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara
otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat

dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan

1 |bid, hal.19.
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sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi
notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa
akte otentik.

Akta Otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Ambtelijk acten, procesverbaal acten dan
2. Party acten.

Ambtelijk acten, procesverbaal acten dimaksudkan yaitu akta yang dibuat
oleh (door enn) notaris atau yang dinamakan "akta relaas’ atau "akta peabat”
(ambtelijke akten) sebagai akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan
yang dilakukan oleh notaris tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta berita acara
rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau
inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.*?

Sedangkan Party acten atau akta para pihak dimaksudkan sebagai akta
yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak
dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak
tersebut, dinamakan "akta partij” (partij aktan). Akta jenis ini diantaranya akta
jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.™®

Uraian diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah
dalam bidang hukum Perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui

alat bukti akta otentik. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat

12 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, Jakarta, Erlangga,
hal. 51-52.

2 bid.
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pembuktian meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah,
sedangkan bukti tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan
akta dibawah tangan.™

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.® Sebagai
alat bukti Pasal 1867 KUH Perdata “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”.

Pasal 1868 KUH Perdata “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam
akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti yang
lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta
tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum
yang diangkat oleh Pemerintah.*

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat
menj elaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada

proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses

14 Pasal 1866 KUH Perdata “alat pembuktian meliputi : Bukti Tertulis, Bukti Saksi,
Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam
babbab berikut”

1% supriadi, Op. Cit, hal. 29.

16 http : // hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com_content& task=view& id=183& Itemid
=180 diakses terakhir tanggal 1 April 2010
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pembuktian, yang menekankan pada alat - alat bukti yang sah menurut pasal 184
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain :*’
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surdt;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa
Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan
dikategorikan sebagai alat bukti surat.
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) bahwa
“Notaris adalah pgabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.*®
Eksistensi notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan
rambu-rambu bagi "gerak langkah" seorang notaris.
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta
otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak
sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran
serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat

dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris
maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.™®

¥ R Sunarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah
Agung dan Hoge Raad, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal 438.

% Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris
dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, Jakarta, Harvarindo,
2006, hal. 36

19 http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=5& katsus=16&id=439, diakses terakhir
tanggal 1 April 2010
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Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa “Akta notaris adalah
akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara
yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.?° Pasal ini merupakan penegasan dari
pasal 1868 KUH Perdata " Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam
bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta
dibuatnya’ . Jelas bahwa salah satu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh
notaris.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dalam suatu
akta, yang termaktub dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah :

(1) Aktaitu dibuat sesuai Undang-undang;
(2) Aktaitu dibuat dalam bentuk menurut Undang-undang;
(3) Akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pegjabat Umum;
(4) Akta itu dibuat oleh atau di hadapan peabat yang berwenang untuk
membuatnya di mana akte itu dibuat.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak,
sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu : untuk sah
nya persetujuan diperlukan 4 syarat : %

a Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri,

%0 Hadi Setia Tunggal, Op.Cit, hal 37.

2 R Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya
Paramita, 2008 hal. 475.

2 \hid, hal. 339.
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

c. Obyek / hal yang tertentu,

d. Suatu sebab yang halal.

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan
pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang
mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup
dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-
hari notaris diwgjibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas
negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan
pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung
tinggi martabat jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya
notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai
dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris.

Notaris sebaga Pgabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya
mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan
oleh Rachmat Setiawan, yaitu:*®

(1) anggota masyarakat yang menjadi klien notaris, menghendaki agar

notaris membuatkan akta otentik yang berkepentingan;

(2 amanat berupa perintah dari undang - undang secara tidak langsung

kepada notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan

%3 Rahmat-Setiawan, Pokok -pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra A Bardin, Cetakan
Keenam, 1999, hal. 3.
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dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa
notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang
mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka dapat
dipahami bahwa keberadaan profesi notaris merupakan profesi yang sangat
penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat kewenangan dari notaris
adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis berupa akta-akta otentik.

Sebagai pgabat umum publik, notaris hendaknya dalam melaksanakan
tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan Undang-
Undang Jabatan Notaris (UUJN), sumpah jabatan, kode etik notaris dan
berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan profesinya harus
memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalan pembangunan Nasional
khususnya di bidang hukum.

Unsur-unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa notaris
harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman
yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan
pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-
nilai sopan santun dan agama yang berlaku, juga harus jujur, tidak saja pada pihak
kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-
mata didorong oleh pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan
tidak bersikap diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan
yang tidak mampu, untuk itu ia harus memegang teguh etika profes dalam

pelaksanaan tugas profes yang baik, karena dalam kode etik profes itulah
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ditentukan segala perilaku dimiliki oleh seorang notaris.**

Dengan berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang
aturan-aturan / ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pekerjaan notaris
yaitu dalam rangka pembuatan akta otentik, diharapkan dalam pelaksanaan
tugasnya, notaris akan terhindar dari segala akibat hukum terhadap akte-akta yang
telah dan atau akan dibuatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering manusia selalu dihadapkan pada
tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sulit. Keadaan ini yang
membuat beberapa orang berpikir singkat untuk dapat segera memenunhi
kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan pintas, tidak terkecuali dengan profesi
notaris.

Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya
pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai
bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di
satu sis notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di
sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme gemerlap yang merobohkan
benteng nurani.®

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut
pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan

yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karenaitu notaris dituntut

4 penjelasan atas Kode Etik Notaris pasal 1 ayat (2) Keputusan Sidang Pleno Kongres
INI ke X111 di Bandung tahun 1987.

% Anke Dwi Saputro (penyadur), Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di
Masa Datang, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hal 93-94.
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supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan 5

(lima) kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum.

Ke 5 (lima) kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :?°

a)

b)

Kgujuran, kegujuran adalah dasar utama. Tanpa keujuran maka
profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi
munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam
kegujuran yaitu (1) sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan
klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2)
sikap wagjar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan,
tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas dan tidak
memeras.

Autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai
dengan keadliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi
professional hukum antara lain : (1) Tidak menyalahgunakan
wewenang; (2) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan
martabat (perbuatan tercela); (3) Mendahulukan kepentingan klien; (4)
Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan, tidak semata-
mata menunggu perintah atasan; (5) Tidak mengisolasi diri dari
pergaulan.

Bertanggung Jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum
wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan

sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2)

% sypriadi, Op. Cit, hal. 19-20.
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d)

bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan
perkara cuma-cuma (prodeo).

Kemandirian Moral. Kemandirian mora artinya tidak mudah
terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi
di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara
moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak
terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan

diri dengan nilai kesusilaan agama.

e) Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu

hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko
konflik. Keberanian tersebut antara lain : (1) menolak segala bentuk
korupsi, kolusi, suap dan pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat
atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak

segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Di sinilah kadar spiritual seseorang diukur, tidak hanya dengan kekerapan

beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sgja?’ Seseorang harus dapat menjalani
hidup dengan konsisten sesuai pemahaman misi hidup manusia sesuai keyakinan
agama yang dianjurkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga dalam
menjalankan profesi notaris, telah diatur dalam Kode Etik sebagai parameter kasat
mata, detail dan jelas tentang larangan boleh dan tidak terhadap perilaku dan
perbuatan notaris. Kode Etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai

etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profes yang dinyatakan

" Anke Dwi Saputro (penyadur), Op. Cit, hal. 98.
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oleh organisasi profesi, yang fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para
anggota organisasi profesi tersebut.

Kode etik hanya sebagal “pagar pengingat” mana yang boleh dan tidak
boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang
berkepentingan.”® Organisasi profesi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia)
telah membentuk Kode Etik Profes yaitu Kode Etik INI. Kode Etik INI bagi para
notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif .

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Jabatan
Notaris, dan Kode Etik Notaris yang merupakan keseluruhan kaedah mora yang
ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh
semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, baik dalam
pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari, namun
tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah
merupakan sebab betapa sebagian oknum notaris dewasa ini mudah terjerumus ke
praktek kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat
sebagai pejabat umum.*°

Fungsi kode etik profes memiliki 3 (tiga) maknayaitu :

(1) sebagai saranakontrol sosial;

(2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain;

2 |bid, hal. 99.

# 1bid

% 1bid, hal. 100
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(3) sebagai pencegah kesalah-pahaman dan konflik.**

Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profes jabatan notaris,
sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik
yang dibuat dan berindikas perbuatan pidana, mengharuskan notaris hadir dalam
pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di
K gjaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara
pidana dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sebagai ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat
akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai
keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta
hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian,
Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasehat hukum maupun pihak
pencari keadilan.

2. Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pegabat umum yang
membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat,
didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut,
yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini
apabila kuat dugasan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya

menjadi tersangka.

% Supriadi, Op. Cit, hal. 24.
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3. Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya
dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal
sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai
pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang
ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut dalam persidangan.®

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 68 UUJN, Notaris secara
hirarkhis/berjenjang diawasi oleh Majelis Pengawas, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat kabupaten atau kota

2. Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Propinsi.

3. Maelis Pengawas Pusat, untuk tingkat pusat di Jakarta.

Mengenai ruang lingkup pengawasan terhadap notaris adalah meliputi
keseharian/perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, yaitu terhadap akta-
aktanya. Pengawasan ini semula dilakukan secara hirarkis/berjenjang mulai dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua
Mahkamah Agung. Namun sgjak bulan Januari 2004 dengan dikeluarkannya
Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di
dalamnya juga mengatur kewenangan pengawasan terhadap notaris, maka sgjak
saat itu kewenangan pengawasan beralih yang semula dilakukan oleh Pengadilan
Negeri yang secara struktur berada dibawah Mahkamah Agung, kini beralih

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

32 Dalam kedudukan notaris sebagai tersangka yang ditetapkan sejak awal maupun karena
peningkatan status setelah pemeriksaan perkara, dimana sebelumnya hanya sebagai saksi, sedapat
mungkin dihindari oleh para notaris, karena hal ini membawa dampak buruk terhadap
keprofesionalan notaris sebagal pejabat umum. Untuk menghindari hal tersebut notaris hendaknya
dapat meningkatkan kemampuan ilmu, moral/agama dan etika profesi notaris.
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Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian tesis ini akan difokuskan
pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan
pidana berdasarkan bukti awal/patut diduga adanya keterlibatan notaris dalam
melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan akte otentik yang dibuat, yang
tersusun dalam suatu judul tesis : “ANALISA TANGGUNG JAWAB
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG
DIBUAT DAN BERINDIKAS PERBUATAN PIDANA” yang nantinya
diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek notaris
khususnya dan lembaga kenotariatan umumnya, serta lembaga yang terkait dalam
penegakan hukum di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikas
permasalahan dalam penulisan tesis ini untuk selanjutnya dilakukan pengkajian
dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah
dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pgabat umum terhadap akta
otentik yang dibuat dan berindikas perbuatan pidana?

3. Bagaimana fungs dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap
pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode
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pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan
pendekatan yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum,
sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis
ilmiah serta dapat menganalisa permasal ahan yang dibahas.®

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data
sekunder.®* Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*®

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan analitis®®, yaitu suatu
penelitian yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada juga bertuj uan untuk
menjelaskan dengan melakukan analisis data yang diperoleh secara sistematis,
faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Tanggung Jawab
Notaris atas Akta yang dibuat, dalam Pembuktian Perkara Pidana di Persidangan”.

Bahan penelitian merupakan kajian terhadap obyek yang berupa data

% Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal.
13.

34 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
2004, hal. 121.

% 1bid, hal. 122.

% Kata deskriptif diarahkan pada bentuk penelitian deskriptif. Pernyataan ini sesuai
dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bambang Sunggono, "bahwa penelitian deskriptif
merupakan penelitian pada umumnya yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,
faktual dan akurat, terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-
karakteristik, atau faktor-faktor tertentu”; dalam buku, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 35.
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penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan

2 (dua) metode pengumpulan data yakni :

a

Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakan ini
dilakukan dengan mempelgari dan menganalisa secara sistematis buku-buku,
magjalah, peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang
dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah
yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder.

Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian lapangan dilakukan untuk
mendapatkan data primer sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian
dengan mewawancarai beberapa aparat penegak hukum yang terkait dalam
pembuktian perkara pidana di persidangan terhadap akta yang dibuat notaris.

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan

kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasiinya, maka data dalam

penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan

menggunakan cara yaitu:

a

Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan
membaca, mempelgjari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data
sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.®’

Pedoman wawancara dan permintaan data yang terarah dan sistematis dengan
nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data

primer melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan penelitian melalui

37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press,

1986, hal. 21.
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website (situs internet), selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder melal ui
penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara/intervew dengan nara sumber
dan mengumpulkan data berupa informasi yang berkaitan dengan permasal ahan.
Setelah data dan hasil wawancara diperoleh, selanjutnya dilakukan evaluas dan
analisis secara kualitatif yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis
untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga
memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada
untuk menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang
bermanfaat.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi penulisan tesis ini, maka disusun sistematika

penulisan yaitu sebagai berikut :

Bab | . PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan periha latar belakang masalah, perumusan masalah,

bagaimana cara penulis menganalisa permasdahan yang ada dengan

menggunakan metode-metode yang sudah baku dalam suatu penelitian.

Bab Il. ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM ATAS AKTA YANG DIBUAT DAN TERINDIKASI
PIDANA.

Dalam bab ini diuraikan terlebih dahulu mengenai teori yang berkaitan dengan

tanggung jawab hukum, kewenangan-kewenangan apa sgja yang dimiliki notaris,

faktor-faktor apa yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam
pemeriksaan pidana, bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum

terhadap akta otentik yang dibuatnya dan terindikasi pidana, fungsi dan peranan
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Magelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pemanggilan notaris pada
pemeriksaan perkara pidana.

Bab I1l. PENUTUP.

Dalam bab ini sebagai penutup diberikan kesmpulan yang didapat dalam
pembahasan terhadap pokok permasalahan kemudian dilanjutkan dengan saran-
saran agar akta-akta yang dibuatnya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum
dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga tujuan dibuatnya
akta, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum

bagi para pihak, tercapai.
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